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Bukittinggi, 5 Desember 2017

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..
	Yth.
	Sdr. Wakil Gubernur Sumatera Barat;

	Yth.
	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;

	Yth. 
	Sdr. Narasumber, 
Ir. Gunawan, MA, Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri R.I.;
Dr. Halilul Khairi, M.Si, Wakil Pusat Studi Otonomi Daerah/Anggota Tim Perumus UU No. 23 Tahun 2014;
Dr. Ir. Febrin Anas, Ikatan Ahli Geologi Indonesia/Dosen Universitas Andalas;

	Yth. 
	Sdr. Bupati/Walikota se Sumatera Barat;

	Yth.
	Sdr. Staf Ahli, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; 

	Yth.
	Sdr. Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pariwisata  dan Kepala Bagian Pemerintahan serta Kepala Bagian Aset  Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat;

	Yth.
	Rekan-rekan Pers Media Cetak dan Elektronik, Hadirin serta Para Undangan yang Berbahagia.



Alhamdulillah, segala syukur dan puji kita persembahkan ke hadirat Allah, Subhanahu wa Ta’ala, atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita bersama, sehingga kita berkesempatan hadir kembali pada Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat pada hari ini.
Shalawat beriringan salam kita ucapkan untuk Nabi dan Rasul kita Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam. Semoga segala pedoman yang telah beliau berikan, selalu membimbing kita semua menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terlebih dahulu, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan para Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota beserta Kepala Dinas Pariwisata,  Kepala Bagian Pemerintahan dan Kepala bagian/Pejabat yang membidangi Aset Daerah Kabupaten/ Kota, yang telah meluangkan waktu untuk dapat hadir pada hari ini.
Terutama sekali, kami atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengucapkan terima kasih atas kesediaan atas Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri R.I., Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Ikatan Ahli Geologi Indonesia, yang meluangkan waktu untuk dapat hadir pada kesempatan ini.
Semoga melalui pelaksanaan Rapat ini dapat mewujudkan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat.
Hadirin dan undangan Rakor yang saya hormati,
Sebagaimana kita ketahui, dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan demikian jelaslah bahwa kewenangan Kepala daerah baik yang dimiliki Gubernur maupun Bupati dan Walikota merupakan kewenangan Presiden yang dilimpahkan melalui otonomi daerah dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dilaksanakan berdasarkan azas otonomi. 
Inilah dasar hukum adanya kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk menjamin terlaksananya urusan pemerintahan yang menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah tersebut pemerintah pusat berkewajiban menetapkan norma, standar, prosedur dan criteria. Selanjutnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menjelaskan bahwa, kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), LPPD Kabupaten dan Kota yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Gubernur, kemudian LPPD Provinsi yang disampaikan kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri RI. LPPD inilah yang kemudian digunakan oleh pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi dan pembinaan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa, evaluasi dan pembinaan Pemerintahan Daerah tersebut sudah dilaksanakan semenjak tahun 2009 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Berdasarkan hasil evaluasi inilah Pemerintah Pusat melalui Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian melakukan pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah. Sehingga dengan demikian, diharapkan akan terwujudnya perbaikan dan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota setiap tahunnya.
Sebagai informasi sekaligus mengingatkan kepada kita semua bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-10421 Tahun 2016, Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat 14 dengan Skor 2,7160 dengan Status Tinggi. Kemudian Evaluasi Kinerja Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD tahun 2016 telah selesai dilaksanakan, kita berharap berdasarkan evaluasi tahun ini peringkat Provinsi Sumatera Barat bias naik ke peringkat 10 besar nasional. Tentu ini merupakan hasil kerja bersama yang baik antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat karena 40 % dari nilai kinerja provinsi ditentukan oleh nilai agregasi kabupaten/kota se Sumatera Barat.
Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang “Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah”. melalui Perpres ini diharapkan dapat mendorong terselenggaranya program pengembangan kapasitas Pemerintahan daerah yang sekaligus mempercepat keberhasilan kebijakan otonomi daerah secara nasional dan disisi lain juga bertujuan membantu masyarakat untuk memperoleh tingkat kesejateraan yang lebih baik melalui peningkatan capaian kinerja Pemerintahan daerah.
Selanjutnya untuk penyusunan LPPD tahun 2017, agar Bupati/Walikota melalui perangkat daerah mempersiapkan data dan informasi beserta dokumen/bukti pendukung yang valid dan akuntabel sehingga pada saat EKPPD, nilai kinerja pemerintah kabupaten/kota dapat maksimal dan berimplikasi pada naiknya nilai provinsi.
Hadirin dan para undangan Rakor yang saya hormati,
Berdasarkan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Indonesia menganut tiga azas penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu azas desentralisasi, dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sebagai upaya untuk mewujudkan sinergitas hubungan pusat dan daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan adalah salah satu mekanisme yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintah pusat di daerah. Sebagai implikasi logis dari berlakunya kerangka kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014. Demi mempertahankan eksistensi, integritas dan ”hak kedaulatan” suatu negara bangsa (nation-state), maka pemerintah pusat masih memiliki hak-hak tertentu di daerah, atau dapat melakukan intervensi dalam bentuk supervisi, pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja otonomi di daerah. Hak ”intervensi” Pusat atas Daerah ini dapat dijalankan secara langsung oleh instansi tingkat Pusat (kementerian/LPND), maupun secara tidak langsung melalui aparatnya di daerah yakni gubernur. 
Peran pemerintah pusat tersebut, dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan, memang secara implisit bukan menambah peran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, melainkan lebih jauh dilandasi oleh pemikiran ke depan yakni menjaga kedaulatan suatu negara bangsa (nation-state). Dengan kata lain, sebagai ”perekat” antara kepentingan nasional dengan kepentingan daerah dan sekaligus mengontrol dampak negatif yang mungkin muncul dari pelaksanaan desentralisasi. 
Dalam rangka penguatan sinergitas hubungan pusat dan daerah, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberi penegasan terhadap kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat merupakan perpanjangan tangan Presiden dalam upaya melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh kabupaten/kota. Pasal 375 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa, “Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum dan teknis terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di kabupaten/kota”.
Untuk itu, maka setiap kementerian dan lembaga non kementerian dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kabupaten/kota harus berkoordinasi dengan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
Pembinaan dan Pengawasan oleh Gubernur berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
Para Peserta Rakor yang saya hormati,
Dalam rangka meningkatkan penataan dan tertib administrasi Pemerintahan khususnya dalam mengurus izin perjalanan dinas keluar negeri, kami minta kepada  seluruh Bupati/Walikota dan tamu undangan yang hadir pada rapat ini agar mematuhi dan menjalankan amanat Permendagri Nomor 29 tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang mana mekanisme pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri telah diatur sedemikian rupa, salah satunya pada Pasal 12 di jelaskan bahwa, “Permohonan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri diterima oleh Menteri, Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum keberangkatan”. Untuk itu diminta perhatian Saudara agar memperhatikan hal tersebut, serta mempertimbangkan urgensi dan manfaat perjalanan dinas. Pada forum ini kami juga sampaikan bahwa kami tidak dapat meneruskan 7 (tujuh) permohonan dari pemerintah kabupaten/kota, dikarenakan persyaratan yang telah disampaikan tidak cukup dan kurang dari waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Selanjuttnya tertib administrasi terkait dalam pelaksanaan administrasi DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010, agar memperhatikan peraturan perundang-undangan dimaksud dalam administrasi pengangkatan, Penggantian antar waktu (PAW), pemberhentian tetap dan pemberhentian sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota.
[bookmark: _GoBack]Selain itu, kami minta kepada Saudara agar aktif melaporkan kasus tindak pidana umum dan tindak pidana khusus yang didugakan kepada anggota DPRD diwilayah kerja Saudara sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, hal ini dilaksanakan atas dasar amanat Pasal 200 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu dalam pemberhentian sementara anggota DPRD, pelaksanaan ini menghindari kealpaan dalam penataan administrasi anggota DPRD kabupaten/kota.
Hadirin dan undangan Rakor yang saya hormati,
Merujuk pada ketentuan peralihan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, bahwa “Seluruh kecamatan ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini”. Berdasarkan data dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PATEN hampir seluruh kecamatan di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat yang sudah menyelenggarakan PATEN. Sebagaimana kita ketahui, penyelenggaraan PATEN ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada Bupati/Walikota se Sumatera Barat yang belum menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat dan Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Kecamatan sebagai Penyelenggara PATEN. 
Pendelegasian kewenangan Bupati/Walikota melalui peraturan bupati/walikota dan keputusan bupati/walikota merupakan syarat subtantif yang harus dimiliki oleh kecamatan untuk menyelenggarakan PATEN. Dalam kesempatan ini juga saya sampaikan kepada Bupati/Walikota yang belum menetapkan peraturan dan Keputusan tersebut, agar segera menetapkannya.
Perlu kami informasikan, kecamatan yang telah menyelanggarakan PATEN di Sumatera Barat adalah sebanyak 168 kecamatan dari total 179 kecamatan. Dan kecamatan di Kabupaten/Kota yang sama sekali belum menyelenggarakan PATEN adalah Kab. Kepulauan Mentawai. Untuk itu, kepada Bupati Kepulauan Mentawai agar segera menetapkan Peraturan dan Keputusan Bupati/Walikota sebagai syarat subtantif PATEN agar segera menetapkannya tahun ini.
Para Peserta Rakor yang saya hormati,
Dalam rangka menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan daerah, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri RI telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Mengacu pada Pasal 2 Permendagri Nomor 76 Tahun 2012, disimpulkan bahwa penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan, dan kepastian hukum, terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis serta penegasan batas daerah tersebut tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat.
Dua hal inilah yang menjadi tugas kita sebagai pemerintah daerah, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa hak milik atau ulayat mereka tidak akan hilang karena adanya penegasan batas daerah tetapi penegasan batas daerah malah yang akan menguntungkan masyarakat karena dengan adanya kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan, maka Pemerintah Daerah tidak akan gamang lagi dalam melakukan pembangunan di wilayah perbatasan dan tidak ada lagi tumpang tindih pelayanan bagi masyarakat yang berada di wilayah perbatasan.
Berdasarkan data Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, bahwa dari 32 segmen batas daerah kabupaten/kota se Sumatera Barat, 16 segmen sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2 segmen dalam proses akhir penetapan Permendagri, 6 segmen telah diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri, 3 segmen sedang proses penegasan dan 5 segmen direncakan akan ditegaskan dan ditetapkan tahun 2018. Untuk itu, bagi Bupati dan Walikota yang segmen batas daerahnya telah ditetapkan dalam permendagri agar mematuhi dan menjadikan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah serta segera mensosialisasikan kepada masyarakat. Dan bagi Bupati/Walikota yang segmen batas daerahnya belum ditetapkan agar berkoordinasi secara aktif dengan Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) Provinsi Sumatera Barat dan menjaga situasi dan kondisi di wilayah perbatasan.


Hadirin dan undangan Rakor yang saya hormati,
Salah satu bentuk pembangunan berkelanjutan yang menerapkan paradigma baru dalam pembangunan sumber daya alam yang mana menjadikan sumber daya alam sebagai sumber pertumbuhan adalah geopark. Geopark dalam konsep pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan mulia yaitu merubah pola pikir (mindset) pemanfaatan sumber daya alam (khususnya sumber daya geologi) yang selama ini baru dimanfaatkan melalui kegiatan ekstraktif (tambang) yang dirubah menjadi upaya konservatif untuk meningkatkan perekonomian lokal maupun regional. Semangat (spirit, roh) geopark adalah menyatukan perlindungan warisan geologi ke dalam strategi pengembangan sosiobudaya dan ekonomi yang harmonis dengan konservasi lingkungan alam. 
Tujuannya selain untuk melindungi warisan geologi, juga memicu kebangkitan kembali budaya dan memperkuat hubungan manusia dengan lingkungannya. Praktek pengembangan sosial budaya ekonomi masyarakat (community development) dalam geopark terwujud melalui pengelolaan kawasan yang mandiri serta tercermin dalam aktifitas-aktifitas (konservasi, pendidikan, dan pariwisata berkelanjutan) yang diciptakan secara kreatif dan menarik serta berbasis pada upaya pelestarian nilai-nilai luhur sebuah kawasan tersebut, salah satu contohnya adalah kegiatan pariwisata perdesaan berkelanjutan yang memicu aktifitas ekonomi kreatif misalnya; pengembangan penginapan tradisional (home stay), inovasi penciptaan cindera mata, obat-obatan herbal tradisional, pagelaran pertunjukan seni budaya setempat, hingga kuliner khas setempat menjadi penyelenggaraan pariwisata berkelanjutan yang sesuai dan menghargai karakteristik budaya daerah setempat. 
Konsep Geopark telah diakui dunia sebagai konsep yang terbaik pada saat ini dalam hal pemanfaatan sumber daya geologi yang berkelanjutan, terbukti hingga saat ini telah terdapat 120 kawasan geopark global yang tersebar di 40 negara serta melalui melalui sidang umum UNESCO ke 38 di Paris pada 17 November 2015, Geopark secara resmi diakui sebagai salah satu program UNESCO bernama International Geoscience and Geopark Programe (IGGP) dan Pedoman Operasional Geopark Global UNESCO tersebut termuat dalam Dokumen 38C/14 UNESCO. 
Konsep tersebut dirasakan sangat cocok untuk dikembangkan, terbukti dengan perkembangan yang cukup pesat di Indonesia dibandingkan dengan negara – negara asia tenggara lainnya (pada tahun 2011, Asia tenggara memiliki 2 Geopark Global yaitu 1 di malaysia dan 1 di Vietnam, pada tahun 2016 ini terdapat 4 geopark global yaitu 1 malaysia, 1 Vietnam, dan 2 di Indonesia). Hingga akhir tahun 2016, Indonesia memiliki 4 kawasan Geopark Nasional (Kaldera Toba, Merangin Jambi, Ciletuh-Pelabuhan Ratu, dan Rinjani) dan 2 kawasan Geopark Global Unesco (Gunung Batur, Bali dan Gunung Sewu), serta setidaknya terdapat + 20 kawasan yang menjadi kandidat geopark nasional. 
Selain itu, data yang dihimpun oleh Tim Task Force RMGG, Kementerian ESDM, menunjukan bahwa kunjungan pada seluruh kawasan geopark di Indonesia sebesar 5.624.493 orang kunjungan domestik dan 642.000 orang kunjungan mancanegara, dengan peredaran uang di kawasan kawasan geopark tersebut sebesar ± 3,5 T. Angka tersebut merupakan nilai yang cukup luar biasa dalam upaya pemanfaatan sumber daya geologi yang berkelanjutan, sehingga kegiatan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi secara nasional. Tidak hanya itu saja, manfaat lainnya adalah terjadinya pergeseran pola pikir (mindset) dan budaya (revolusi mental) dari masyarakat yang tadinya kurang peduli terhadap upaya konservasi pada lingkungan sekitarnya menjadi sebuah masyarakat yang sangat peduli akan lingkungannya.
Di Sumatera Barat, pengembangan Geopark penting artinya dalam menjadikan Sumbar sebagai salah satu destinasi utama/internasional guna mendukung Provinsi Sumatera Barat sebagai “Green Province” dengan program “clean development mechanism” menggalakkan rehabilitasi lahan kritis serta meningkatkan tata guna lahan berwawasan lingkungan. 
Demikianlah yang dapat kami sampaikan, Akhirnya dengan mengucapkan: BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2017 hari ini, Selasa 5 Desember 2017 kami nyatakan dibuka secara resmi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala selalu meridhoi dan membimbing kita semua. Terima kasih.
Billahitaufik walhidayah, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabara-katuh.
GUBERNUR SUMATERA BARAT
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IRWAN PRAYITNO
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